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ABSTRAK 

(A) Nama : Boby Harnendi Putra (NIM : 205170122). 

(B)  Judul Skripsi: “Akibat Hukum Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan 

 Berhubungan Dengan Jabatan Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 

 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

 Nomor 37/G/2018/PTUN.PDG)” 

(C) Halaman: x + 101 + 6 +2021 

(D)  Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Hukum Kepegawaian, Kejahatan Jabatan. 

(E)  Isi: 

 Aparatur Sipil Negara merupakan suatu lembaga pemerintah Indonesia yang di buat 

 dengan tujuan menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan cita cita bangsa, 

 Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah 

 Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di balik fungsi pelaksanaan nya sebagai pembantuan 

 negara Indonesia, disisi lain Aparatur Sipil Negara tidak luput dari perbuatan tindak 

 pidana, adapun perbuatan tindak pidana yang di bahas merupakan tindak pidana 

 berhubungan dengan jabatan, tindak pidana yang di lakukan oleh aparatur sipil negara 

 memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan yang 

 terhenti, perekonomian yang melambat, dan masih banyak lagi. Aparatur Sipil Negara 

 yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang berhubungan 

 dengan jabatan akan langsung di berikan sanksi hukum, adapun sanksi yang dapat di 

 berikan ialah sanksi secara pidana ataupun sanksi secara administratif, di dalam 

 pembahasan ini Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan jabatan dapat di 

 kenakan ketentuan yang sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 

 sampai dengan Undang – Undang Tindak Pidana korupsi, lebih lanjut mengenai sanksi 

 administratif nya, dapat di jatuhkan hukuman berupa ganti rugi sampai dengan 

 pemberhentian, namun pemberhentian yang akan di kenakan terhadap Aparatur Sipil 

 Negara yang melakukan tindak pidana jabatan tersebut tidak dapat di lakukan secara 

 Cuma – Cuma, adapun lembaga – lembaga pemerintahan serta pejabat pemerintah 

 yang di berikan oleh undang – undang yaitu presiden, menteri, gubernur, sampai 

 dengan bupati. Tidak sampai disitu, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan 

 Kepegawaian Negara juga turut berpartisipasi dalam memberikan pengusulan serta 

 melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berkerja di dalam 

 pemerintahan. 

(F)  Acuan : (2000 – 2021). 

(G) Pembimbing: Dr. Rasji, S.H, M.H. 

(H) Penulis : Boby Harnendi Putra  
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DAFTAR SINGKATAN 

AAUPB: Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

ADA: Anti Dumping Agreement 

BKN: Badan Kepegawaian Negara. 

BUMD: Badan Usaha Milik Daerah. 

BUMN: Badan Usaha Milik Negara. 

JF: Jabatan Fungsional. 

JPT: Jabatan Pimpinan Tinggi. 

KASN: Komisi Aparatur Sipil Negara. 

KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

KEMENDIKBUD: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi. 

KUHP: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. 

PNS: Pegawai Negeri Sipil. 

PPK: Pejabat Pembina Kepegawaian. 

PPPK: Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. 

PP: Peraturan Pemerintah. 

PPT: Pejabat Pimpinan Tinggi. 

PTUN: Pengadilan Tata Usaha Negara. 

PYB: Pejabat Yang Berwenang. 

SKB: Surat Keputusan Bupati. 

UU: Undang - Undang 

UUD: Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia.  


